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PENGATAR PENERBIT

Selama ini berlaku anggapan bahwa, keberadaan sesuatu negara
ditopang oleh tiga pilar utama, yakni adanya penduduk, wilayah territorial
yang jelas dan adanya pemerintahan yang mendapat pengakuan
internasional.

Namun masih ada pilar keempat yang tidak kalah penting, yakni
topangan sistem perpajakan negara yang berjalan dengan baik, adil, dan
bersih, yang befungsi untuk membiayai penyelenggaraan negara dan
membiayai pembangunan untuk seluas-luasnya kemakmuran rakyat. '
Tanpa pajak, sulit dibayangkan sesuatu negara dapat bertahan.

Bagi kita di Indonesia, perpajakan masih sering merupakan kata
yang begitu “menakutkan” bagi rakyat kebanyakan yang adalah Wajib
Pajak. Karena itu banyak kasus penghindaran pajak dan penggelapan
pajak terjadi, disamping masih lemahnya penegakan hukum dan aparat
perpajakan (fiskus) yang masih harus dibersihkan dari prasangka KKN
dan peningkatan sikap mental profesionalisme.

Untuk ini,upaya dialog, sosialisasi dan diseminasi (penyebarluasan)
hal ikhwal perpajakan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga
negara adalah perlu untuk menghapuskan segala prasangka tersebut. Dan
buku ini berusaha ke arah itu.

Bagi para mahasiswa, pengusaha, aparat perpajakan, dan segenap
warga masyarakat yang berkehendak baik dan peduli untuk memajukan
kesejahteraan seluruh rakyat, buku ini dipersembahkan.

Selamat membaca,

Bandung, Januari 2014




PENGATAR PENYUSUN

Dengan mengucapkan doa syukur Alhamdulillahirabbil aalamiin,
segala puji bagi Allah, penyusun panjatkan puji syukur kepada Allah
SWT, Tuhan Yang Maha Esa,Yang Maha Pengasih, dan Maha Penyayang,
karena hanya dengan Izin-Nya penyusun dapat menyelesaikan buku yang
berjudul: “PILAR-PILAR PERPAJAKAN"

Buku ini disusun sebagai berikut:
Bagian Satu: Individu, Masyarakat, Negara dan Perpajakan
Bagian Dua: Falsafah Perpajakan

Bagian Tiga: Implementasi Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan

Bagian Empat: Implementasi Pajak Penghasilan

Bagian Lima: Implementasi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah

Bagian Enam: Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan

Bagian Tujuh: Implementasi Bea Meterai

Bagian Delapan: Implementasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Bagian Sembilan: Pengantar Perpajakan Internasional

Buku sederhana ini bukan satu-satunya sumber bacaan tentang
perpajakan, masih banyak buku lain tentang perpajakan yang lebih
lengkap yang dapat dijadikan sumber bacaan.

Karena keterbatasan pengetahuan penyusun, buku sederhana ini
masih jauh dari sempurna, masih belum lengkap, belum membahas
semua pilar-pilar perpajakan, masih banyak kekurangan oleh karena itu
diharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk melengkapi perbaikan
buku ini di masa yang akan datang. Semoga buku yang sederhana ini
bermanfaat.

Akhirnya penyusun haturkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah membantu penyelesaian buku sederhana ini.

Bandung, 12 Januari 2014.
0’ Abuyamin Bin H. Abas Z
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BBNKB = Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BKP = Barang Kena Pajak
BM = Bea Materai
BPHTB = Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
BUT = Bentuk Usaha Tetap
Dirjen Pajak = Direktur Jenderal Pajak
DJP = Direktorat Jenderal Pajak
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HGB = Hak Guna Bangunan
JKP = Jasa Kena Pajak
KPP = Kantor Pelayanan Pajak
KUP = Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
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~ NJOP = Nilai Jual Obyek Pajak
NJKP = Nilai Jual Kena Pajak
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PPh = Pajak Penghasilan
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PPn BM = Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
PBB = Pajak Bumi dan Bangunan
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INDIVIDU, MASYARAKAT, NEGARA,
DAN PERPAJAKAN

Tujuan Instruksional

Setelah membaca Bab 1 ini pembaca diharapkan akan mengetahui
dan mengerti serta dapat menjelaskan tentang Individu, Masyarakat,
Negara dan Perpajakan , yang terdiri dari: (a) Hak dan Kewajiban Individu,
Masyarakat, Negara dan Perpajakan; (b) Asas dan Dasar Perpajakan; (c)
Undang-Undang Perpajakan dan (d) Sistimatika Penyusunan Buku.

A. Hak dan Kewajiban Individu, Masyarakat, Negara
dan Perpajakan

Individu dan masyarakat (Rochmat Semitro, 1990: 1; 1992:1) tidak
terlepas sama sekali dari hidup dan kepentingan negara. Masyarakat
terdiri dari individu. Orang hidup bermasyarakat; perlu diketahui juga
hak dan kewajiban masyarakat terhadap indinvidu, dan sebaliknya hak
dan kewajiban individu terhadap masyarakat. Menurut organ theory
dari Otto von Gierke, individu tidak mungkin ada/tidak mungkin hidup
tanpa ada masyarakat, sehingga individu tidak dapat dipisahkan dari
masyarakat. Dalam keadaan hidup seorang diri, ia tidak akan butuh
sesuatu yang kita namakan hukum. Artinya, hukum itu baru dibutuhkan

- dalam suatu pergaulan hidup manusia. Benar apa yang dilukiskan oleh
e Prof. Soediman tersebut di atas, sebab Hukum Pajak seperti yang dikenal
syarakat dewasa ini, tidak dijumpai dalam ketiadaan pergaulan seperti
binson Crusoe yang hidup seorang diri di atas pulau. Pajak merupakan
a sosial dan hanya terdapat dalam masyarakat. Selain itu di dalam
jarakat manusia yang pasti adalah kematian dan pajak, ujar filosof
amin Franklin. Umat manusia terdiri dari berjuta-juta individu,
rut Aristoteles: Zon Politikon yang diartikan sebagai makhluk sosial
rgaulan hidup manusia dalam suatu oganisasi. Organisasi terkecil
keluarga, tertinggi adalah: Negara. (Chidir Ali, 1993: 1-2).0rganisasi
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keluarga dan negara sama-sama membutuhkan uang/dana untuk
kelangsungan hidupnya masing masing. Keluarga uang/dananya berasal
dari penghasilan keluarga. Negara, uang/dana- nya berasal dari pajak,
bea cukai, sumber daya alam, hasil perusahaan negara dan hasil negara
lainnya. Pajak yang dipungut oleh negara adalah berasal dari Wajib Pajak
individu/orang pribadi dan Wajib Pajak Badan, yang hasilnya digunakan
untuk keperluan negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat,
sebagaimana dalam tulisannya yang berjudul “Perdagangan dan Ekonomi
Nasional” yang dimuat di Majalah Ekonomi dan Keuangan Indonesia,
Agustus 1956, Barlin Halim mengutip pernyataan Romesh Dutt yang
menyatakan bahwa: “Pajak yang ditarik oleh raja dapat dimisalkan sebagai
embun diatas tanah yang dihisap matahari, lalu dikembalikan sebagai
hujan yang menyuburkan. (Chidir Ali, 1993 : 1). Salah satu kewajiban
asasi manusia terhadap masyarakat tempat ia hidup ialah membayar
pajak.Membayar pajak itu tidak saja berarti kewajiban ikut serta memikul
beban negara (pengeluaran negara), tetapi juga merupakan hak untuk ikut
serta memikul sebagian dari beban negara, sesuai dengan kemampuannya
(Rochmat Soemitro, 1991: 87). Jadi individu, masyarakat, negara dan
pajak adalah kesatuan gejala sosial yang terwujud dalam pergaulan
hidup manusia . Manusia sejak dalam kandungan ibunya, kemudian lahir,
tumbuh dewasa, beraktifitas mulai dari bangun tidur, mandi, berpakaian,
sekolah, bekerja, beraktifitas, makan minum, pulang ke rumabh, istirahat
nonton TV, tidur, bangun lagi, menjadi tua dan akhirnya meninggal dunia,
tidak akan lepas dari perpajakan dalam arti akan selalu ada hubungannya,
ada kaitannya dengan perpajakan. Inilah gejala sosial dalam masyarakat.
Inilah hubungan timbal balik hak dan kewajiban individu, masyarakat,
negara dan perpajakan.

B. Asas dan Dasar Perpajakan

Untuk mengerti dan memahami peraturan perundang-undangan
pajak dengan baik diperlukan terlebih dahulu penguasaan asas-asas
dan dasar-dasar pajak. Pajak diatur dengan undang undang.Oleh karena
itu pajak harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan mantap. Untuk
mengerti pajak dengan baik, diperlukan juga sekedar pengetahuan
tentang hukum, ekonomi, politik, sosiologi, falsafah, dan sebagainya
(Rochmat Soemitro, 1990:1) Dalam beberapa literatur diketahui ada
beberapa pendekatan perpajakan yaitu: pendekatan perpajakan dari segi
hukum, pendekatan perpajakan dari segi hukum, pendekatan perpajakan
dari segi ekonomi, pendekatan perpajakan dari segi keuangan,
pendekatan perpajakan dari segi akuntansi, pendekatan perpajakan
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dari segi sosiologi, pendekatan dari segi pembangunan, pendekatan
perpajakan dari segi administrasi, pendekatan perpajakan dari segi
teknik informasi, pendekatan perpajakan dari segi kewenangan, dan
beberapa pendekatan lainnya, sehingga untuk mengerti dan memahami
perpajakan, sejalan dengan pernyataan Rochmat Soemitro tersebut
di atas, diperlukan pengetahuan tentang hukum, ekonomi, akuntansi,
keuangan, sosiologi, pembangunan, teknologi informasi, administrasi,
politik dan pengetahuan lainya. Salah satu pengetahuan yang mendasar
antara lain pengetahuan tentang falsafah pada umumnya dan falsafah
perpajakan pada khususnya. Di setiap negara di dunia, undang-undang
perpajakannya disusun berdasarkan falsafah negara yang bersangkutan.
Mengenai falsafah perpajakan ini Rochmat Soemitro menyatakan bahwa:
Perpajakan mempunyai dasar falsafah (1990: 3): Setiap negaramempunyai
falsafah pajak yang sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan
ideologi negara. Di Indonesia dasar falsafah pajak adalah Pancasila, dan
sila silanya dijabarkan dalam undang-undang pajak. Bagaimanakah sila-
sila Falsafah Pancasila dijabarkan dalam undang-undang perpajakan di
Indonesia? Untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebutlah buku ini
disusun. Tentunya jawaban atas pertanyaan tersebut belum tentu secara
Jengkap dan utuh bisa dibahas dalam buku yang sederhana yang ini.
Gambar 1
Pendekatan Perpajakan
(Oyok Abuyamin Bin H Abas Z, 2005: 2)
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